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PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya sehingga buku ini dapat selesai. Buku ini menyajikan
sebagian regulasi, konsep, dan pemikiran dari beberapa tokoh yang
dikenal mendalami persoalan manajemen kurikulum dan program
pendidikan. Mengenai tokoh, masing-masing tentunya menggunakan
asumsi dasarnya sebagai alat dalam upaya untuk memahami manajemen
kurikulum dan program pendidikan. Penggunaan sudut pandang
yang berbeda menghasilkan konsep dan pengertian yang berbeda
pula. Mungkin itu yang menjadikan pembahasan tentang kurikulum
dan pendidikan terus berlangsung hingga kini dan masa mendatang,.
Kami mengajak pembaca sekalian untuk melihat cuplikan pembahasan

tersebut melalui buku ini.

Buku ini mencoba menganalisis dan menguraikan hasil analisis
tersebut. Dengan berbagai keterbatasan, kami harus meringkas banyak
bahan, sehingga buku ini jauh dari kata lengkap. Kami hanya mengambil
bahan yang kami persepsi sebagai pokok pembahasan manajemen
kurikulum dan program pendidikan. Sementara itu, pembahasan lain
secara lebih lengkap masih tersimpan dalam berbagai literatur seperti
tercantumkan dalam daftar pustaka. Selain itu, tentu masih banyak
literatur terkait manajemen kurikulum dan program pendidikan yang
tidak tercantum dalam daftar pustaka buku ini. Masih banyak uraian
yang perlu dikemukakan dan kami berharap di lain waktu dapat

melakukan kajian mendalam.

Kami berharap buku ini dapat memberikan pengantar dan
tambahan pemahaman bagi pembaca sekalian, untuk mempelajari ilmu

manajemen kurikulum dan program pendidikan secara lebih seksama.
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Semoga buku ini juga dapat memancing diskusi tentang manajemen
kurikulum dan program pendidikan sehingga akan memperluas dan

memperdalam bidang kajiannya di Indonesia.

Buku ini terbit melalui perjuangan yang tidak mudah. Kami
harus berjuang keras meluangkan waktu menulis di tengah kesibukan
studi, mengajar, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Menulis buku
memang bukanlah suatu hal yang mudah, butuh semangat yang harus
terus dijaga. Oleh sebab itu, selesai dan terbitnya buku ini merupakan
suatu kegembiraan bagi kami. Serta, tidak lupa kami ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan
buku ini hingga dapat dinikmati pembaca sekalian.

Kami menyadari bahwa tidak ada tulisan yang sempurna, begitu pun
dengan buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon maaf kepada pembaca
yang budiman bilamana menemukan kekeliruan dari buku ini. Kritik
dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka, sebagai wujud
keinginan kami untuk berusaha dan belajar untuk mengasilkan tulisan

yang lebih baik. Selamar Membaca.

Yogyakarta, Mei 2021

Syaefudin, M.Pd
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BAB I
MANAJEMEN KURIKULUM

A. Konsep Dasar Manajemen Kurikulum
1. Konsep manajeman kurikulum

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu manus, yang berarti
tangan, dan agree, yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata
tersebut adalah managere yang berarti mengendalikan (A. Rusdiana
& Qiqi Yuliati Z, 2014: 4). Menurut John M. Echols & Hassan,
manajemen dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata z0 manage
yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola.
Adapun menurut W. J. S. Poerwadarminta, dalam Kamus Umum
Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai cara mengelola
suatu perusahaan besar. Pengelolaan atau pengaturan dilaksanakan
oleh seorang manajer (pengatur/pemimpin) berdasarkan urutan
manajemen (Badrudin, 2013: 1).

Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-
tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan,
dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta
mencapai sasaran-sasaran atau tujuan yang telah ditentukan melalui
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya

(Jaja Jahari & Amirulloh Syarbini, 2013: 2). Manajemen adalah
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suatu hal penting yang menyentuh, memengaruhi dan bahkan

merasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia.

Sedangkan kurikulum secara etimologis curriculum yang berasal
dari bahasa Yunani, yaitu curir yang artinya “pelari” dan “curere”
yang berarti “tempat berpacu”. Jadi istilah kurikulum pada zaman
romawi kuno mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang
harus ditempuh oleh pelari dari garis starz sampai garis finish.
Baru pada tahun 1855, istilah kurikulum dipakai dalam bidang
pendidikan yang mengandung arti sejumlah mata pelajaran pada
perguruan tinggi. Disebutkan juga dalam kamus Webszer kurikulum
diartikan dalam dua macam, yaitu:'

a. Sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau
dipelajari murid di sekolah atau perguruan tinggi untuk
memperoleh ijazah tertentu.

b. Sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu
lembaga pendidikan atau departemen.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Saylor, Alexander,
dan Lewis (1974) kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk
mempengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruangan kelas,
maupun di luar sekolah. Sementara itu, Harold B. Alberty (1965)
memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan
kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah (a// of the activities
that are provided for the students by the school).?

1

Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru, (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), hlm.
19-20

2 Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), hlm. 3
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R. Ibrahim mengelompokkan kurikulum menjadi tiga dimensi
yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem dan
kurikulum sebagai bidang studi. Dimensi pertama memandang
bahwa kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa
disekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu
kurikulum dapat juga menunjuk pada suatu dokumen yang berisi
tentang rumusan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar,
jadwal dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan
sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara
penyusun kurikulum dan pemegang kebijakan pendidikan dan

masyarakat.

Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan
kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan
sistematikdalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan
kurikulum. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berkembang
sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah (MBS) dan
kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Oleh karena itu,
otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau sekolah
dalam mengelola kurikuum dengan memprioritaskan kebutuhan
dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan
atau sekolah tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah

ditetapkan oleh undang-undang.
2. Ruang lingkup, prinsip, dan fungsi manajemen
a.  Ruang lingkup manajemen kurikulum

Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
Kegiatan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan lebih
mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara

kurikulum nasional (SK atau KD) dengan kebutuhan daerah
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dan kondisi sekolah yang bersangkutan hingga kurikulum
tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta

didik maupun dengan lingkungan dimana sekolah itu berada.’

Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari
kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan manajemen
berbasis sekolah (MBS). Lingkup manajemen kurikulum,
meliputi:* perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

evaluasi kurikulum.

Kegiatan kurikulum dalam tingkat satuan pendidikan
lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan
antara kurikulum nasional (standar kompetensi/kompetensi
dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang
bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan
kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun

dengan lingkungan dimana sekolah itu berada.
b. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum

Terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam

melaksanakan manajemen kurikulum yaitu sebagai berikut:’

1) Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam
kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus
dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum.
Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat
mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum

harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.

2) Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum
harus berasaskan demokrasi yang menempatkan

pengelola, pelaksana dan subyek didik pada posisi yang

3 Dinn Wahyudin, Manajemen..., hlm. 20
4 Jbid..., hlm. 4

5 Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 4

4
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seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh

tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.

3)  Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan
dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya
kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang
terlibat.

4) Efektivitas dan efisiesi, rangkaian kegiatan manajemen
kurikulum harus mempertimbangkan efektifitas dan
efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga
kegiatan manajemen tersebut memberikan hasil yang
berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif
singkat.

5)  Mengarabkan visi, misi dan tujuan, yang di tetapkan
dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus
dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi dan
tujuan kurikulum.

Selain prinsip-prinsip tersebut juga perlu dipertimbangkan
kebijaksanaan pemerintah maupun Departemen Pendidikan
Nasional, seperti UUSPN No. 20 tahun 2003, kurikulum pola
nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan
penerapan manajemen berbasis sekolah, kebijaksanaan
penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP),
keputusan dan peraturan pemerintah yang berhubungan
dengan lembaga pendidikan atau jenjang/jenis sekolah yang

bersangkutan.

Proses pendidikan perlu adanya manajemen kurikulum
agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan
lebih efektif, efisien dan optimal dalam memberdayakan
berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun

komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen
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kurikulum diantaranya sebagai berikut:¢

1)

2)

3)

4)

5)

Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya
kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen
kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan

yang terencana dan efektif.

Meningkatkan keadilan (equity) dan kesempatan pada
siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, Kemampuan
yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya
melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu
melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola

secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.

Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran
sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun
lingkungan sekitar peserta didik, Kurikulum yang
dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan
dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik

maupun lingkungan sekitar.

Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun
aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran,
Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif dan
terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru

maupun aktivitas siswa dalam belajar.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar
mengajar, Proses pembelajaran selalu dipantau dalam
rangka melihat konsistensi antara desain yang telah
direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran.
Ketidak-sesuaian antara desain dengan implementasi
dapat dihindarkan. Guru dan siswa akan termotivasi

untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan

6 Rusman, Manajemen..., him. 4-5
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efisien, karena adanya dukungan kondisi positif yang

diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.

6) Meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk membantu
mengembangkan kurikulum, Kurikulum yang dikelola
secara profesional akan melibatkan masyarakat,
khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber
belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan

kebutuhan pembangunan daerah setempat.
3. Karateristik manajemen kurikulum

Manajemen kurikulum karakteristiknya dapat dilihat
berdasarkan lingkup yang terbatas pada pelaksanaan kurikulum
di sekolah/madrasah dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Berikut ini akan dipaparkan

karakteristik manajemen kurikulum:’
a. Karakeeristik perencanaan kurikulum

Karakteristik perencanaan kurikulum terdiri dari pengertian
perencanaan kurikulum, fungsi perencanaan kurikulum, model

perencanaan kurikulum, dan desain kurikulum.

Perencanaan kurikulum merupakan seperangkat rencana
pembelajaran yang dimaksudkan untuk membina peserta didik
ke arah perubahan tingkah laku yang lebih baik, dan menilai
hingga sejauh mana perubahan yang terjadi pada peserta didik.

Pimpinan perlu menyusun perencanaan secara cermat, teliti,
menyeluruh dan rinci, karena memiliki multi fungsi sebagai
berikut: a) perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman
atau alat manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan
sumber peserta yang diperlukan, media penyampaiannya,

tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana

7 Dinn Wahyudin, Manajemen Kurikulum, (Bandung: PT Rosda Karya, 2104), hlm. 22-27
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yang diperlukan, system control dan evaluasi, peran unsur-unsur
ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi; b)
berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana
untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan
tujuan organisasi. Perencanaan kurikulum yang matang besar
sumbangannya terhadap pembuatan keputusan oleh pimpinan,
dan oleh karenanya perlu memuat informasi kebijakan yang
relevan, disamping seni kepemimpinan dan pengetahuan yang
telah dimilikinya; c) sebagai motivasi untuk melaksanakan

system pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.®

Beberapa model perencanaan, yaitu:® Pertama, model
perencanaan rasional deduktif atau rasional #yler, menitik
beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan
bertitik tolak dari spesifikasi tujuan (goals and objectives), tetapi
cenderung mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas.
Model itu dapat diterapkan pada semua tingkat pembuatan
keputusan, misalnya rasionalisasi proyek pengembangan guru,
atau menentukan kebijakan suatu planning by objecktives
di lingkungan departemen. Model ini cocok untuk system
perencanaan pendidikan yang sentralistik yang menitik-
beratkan pada systern perencanaan pusat, dimana kurikulum
dianggap sebagai suatu alat untuk mengembangkan/mencapai

maksud-maksud di bidang socia/ ekonomi.

Kedua, model interaktif rasional (the rational interactive
model), memandang rasionalitas sebagai tuntutan kesepakatan
antara pendapat-pendapat yang berbeda, yang tidak

mengikuti urutan /logic. Perencanaan kurikulum dipandang

8 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, Cet. IV, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya: 2010), hlm. 152.

9 Ibrahim Nasbi, Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis, dalam JURNAL IDAARAH,
VOL. I, NO. 2, DESEMBER 2017, hlm. 318-330.
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suatu masalah lebih “perencanaan dengan” (planning with)
daripada perencanaan bagi (planning for). Sering kali model
ini dinamakan model situasional, asumsi rasionalitasnya
menekankan pada respon fleksible kurikulum yang tidak
memuskan dan inisiatif pada tingkat sekolah atau tingkat lokal.
Hal ini mungkin merupakan suatu refleksi suatu keyakinan
ideologis masyarakat demokrasi atau pengembangan kurikulum
berbasis sekolah. Implementasi rencana merupakan fase krusial
dalam pengembangan kurikulum, dimana diperlukan saling

beradaptasi antara perencana dan pengguna kurikulum.

Ketiga, the diciplines model, perencanaan ini menitik-
beratkan pada guru-guru, mereka sendiri yang merencanakan
kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematik tentang
relevansi pengetahuan filosofis, (isu-isu pengetahuan yang
bermakna), sosiologi (argumen-argumen kecenderungan
sosial), psikologi (untuk memberitahukan tentang urutan-

urutan materi pelajaran).

Keempat, model tanpa perencanaan (non-planning model),
adalah suatu model berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
intuitif guru-guru di dalam ruangan kelas sebagai bentuk
pembuatan keputusan, hanya sedikit upaya kecuali merumuskan

tujuan khusus, formalitas pendapat, dan analisis intelektual.
b. Karakteristik pengorganisasian kurikulum

Pengorganisasian kurikulum merupakan pola atau desain
bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa
dalam mempelajari bahan serta mempermudah siswa dalam
melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran
dapat dicapai secara efektif. Menurut Rusman ada faktor yang
mempertimbangkan dalam organisasi kurikulum, yaitu: urusan

bahan (sequence), kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan
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arahnya berkaitan dengan lingkup (scope).

Menurut Evelyn ]. Sowell, konsep pengorganisasian
kurikulum di antaranya: Pertama, subject matter designs yang
meliputi: 1) single subject designs, 2) correlated subjects, 3)
broad fields, 4) interdisciplinary integrated studies, 5) thematic
instruction; Kedua, society-culture-based designs/social function and
activities designed;, Ketiga, learner based designed, yang meliputi:
1) organic curriculum, 2) development curriculum; Keempat,
other designs, yang meliputi: 1) technology as curriculum, 2)

school-to-work curriculum, 3) core curriculum.”
c. Karakteristik pelaksanaan kurikulum

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan,
yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat
kelas. Perbedaan tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam
pelaksanaan kurikulum, yaitu pada tingkat kelas dan tingkat
sekolah. Namun, antara kedua tingkat tersebut senantiasa
bergandengan dan bersama bertanggung-jawab melaksanakan

proses administrasi kurikulum.

Pertama, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Kepala
sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di
lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah
berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yakni menyusun
rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan,
memimpin rapat dan membuat notula rapat, membuat statistic

dan menyusun laporan.
Kedua, pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian
tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin

kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian

10 Sowell, Evelyn J., Curriculum an Integrative Introduction, Edisi I1I; (New York: Pearso
Education, Inc,, t.t.), hlm. 135.
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tugas-tugas tersebut meliputi tiga jenis kegiatan administrasi,
yaitu: 1) pembagian tugas mengajar 2) pembagian tugas
pembinaan ekstra kurikuler 3) pembagian tugas bimbingan

belajar.

Implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok,
yaitu: pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran,
dan evaluasi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kurikulum terdiri atas tiga faktor, yaitu: 1)
karakteristik kurikulum, yang mencakup ruang lingkup
bahan ajar; tujuan, fungsi, sifat dan sebagainya; 2) strategi
implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi
kurikulum; 3) karakteristik penggunaan kurikulum, yang
meliputi pengetahuan, keterampilan serta nilai dan sikap guru
terhadap kurikulum dalam pembelajaran.

d. Karakeeristik evaluasi kurikulum

Evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan
informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai
pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam
suatu konteks tertentu. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum
adalah sebagai berikut: tujuan tertentu, bersifat objektif,
bersifat komprehensif, kooperatif dan bertanggung jawab dalam

perencanaan, efisiensi, dan berkesinambungan.
4. Ruang lingkup program pendidikan

Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-
usaha yang akan dijalankan." Sedangkan menurut Dr. Farida Yusuf
Tayibnapis, M.Pd mengartikan program adalah segala sesuatu yang

dicoba dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan

11

W. J. S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976),
hlm. 769
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hasil atau pengaruh.”? Adapun program yang dimaksud adalah
rancangan usaha-usaha yang akan dijalankan seseorang baik itu
berbentuk nyata (tangible) seperti materi atau yang berbentuk
abstrak (intangible), seperti: prosedur, jadwal, dan sederetan
kegiatan untuk meningkatkan sikap, dengan harapan usaha itu

mendatangkan hasil atau pengaruh.

Secara bahasa, prosedur dapat diartikan sebagai tahapan
kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, atau metode langkah
demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.
Jadwal juga dapat diartikan secara bahasa sebagai pembagian waktu
berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, atau daftar/tabel
kegiatan/rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan
yang terperinci. Sedangkan untuk kegiatan, dapat diartikan sebagai
aktivitas; usaha; pekerjaan, atau kekuatan dan ketangkasan (dalam

berusaha); kegairahan."

Sebagai contoh, prosedur program pendidikan inklusi yang
dilakukan di SMAN 2 Metro, sebagai berikut:'

a. Identifikasi kebutuhan anak

Seluruh anggota tim perlu memahami secara tepat apa yang
menjadi kebutuhan anak. Orang tua diharapkan dapat
memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai
keberadaan anak mereka. Informasi yang tepat akan sangat
membantu terhadap ketepatan pelayanan pendidikan bagi

anak berkebutuhan khusus.

b. Identifikasi sumber-sumber pendukung

12
13
14

12

Farida Yusuf Tayipnapis, Evaluasi Program, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 9
Lihat hetps://kbbi.kemdikbud.go.id.

Nofita Sari Astanu, Sowiyah, Irawan Suntoro, Implementasi Program Pendidikan Inklusif
(Studi Evaluatif Metode Cipp di SMA Negeri 2 Metro), dalam /MMP: Jurnal Manajemen
Mutu Pendidikan, Vol 3, No 2, (2015).
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Setelah kebutuhan anak telah teridentifikasi kemudian
tim membuat daftar semua hal yang bisa mendukung

berhasilnya pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak.
c.  Memilih kelas untuk anak

Setelah diidentifikasi secara tepat kebutuhan anak
dan sarana pendukung yang ada,tim kemudian dapat

menentukan kelas yang sesuai untuk anak berkebutuhan

khusus.
d. Menyiapkan program pembelajaran

Materi yang diberkan nantinya harus sesuai dengan

kebutuhan anak dan sarana yang ada.
e. Membuat jadwal kegiatan

Jadwal kegiatan sehari-hari meliputi: tujuan pembelajaran,
materi pembelajaran, tempat pembelajaran, dan sumber-

sumber yang dibutuhkan.
f.  Pelatihan bagi guru

Setiap guru perlu diberikan pelatihan menyangkut
cara menangani anak berkebutuhan khusus dan cara
menciptakan kelas yang kondusif. Jadi, melalui manajemen
pendidikan inklusif, anak akan merasa percaya diri,
bangga terhadap diri sendiri serta mampu beradaptasi
dengan lingkungan masyarakat umum. Guru akan dapat
meningkatkan kemampuan mengajar dengan berbagai
model sesuai kebutuhan masing-masing anak. Orang
tua akan merasa bangga karena anaknya memperoleh
pendidikan tanpa diskriminasi. Masyarakat akan merasa

dihargai karena dilibatkan dalam proses pendidikan inklusi.

Selanjutnya, jadwal dirancang untuk pembagian waktu

berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, dengan bentuk
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daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian
waktu pelaksanaan yang terperinci, pada penyelenggaraan program
pendidikan inklusi di SMAN 2 Metro.

Aktivitas yang dapat dilakukan untuk mendukung program
pendidikan inklusi di SMAN 2 Metro adalah sebagai berikut: 1)
memberikan guru khusus pada anak sesuai kebutuhannya, misalnya
terapis okupasi untuk anak dengan gangguan sensori motorik,
atau guru piano untuk anak berbakat musik; 2) pembetulan
kesalahan dengan segera setelah kesalahan terlihat (diadakanya
pembelajaran remedial agar anak paham dan mapu melanjutkan
kemateri selanjutnya); 3) mengadaptasi, memodifikasi, atau
memberikan materi/kurikulum khusus, sesuai dengan kemampuan
anak; 4) mengajarkan strategi yang efektif dalam pembelajaran,
seperti membuat jembatan keledai, membuat pembelajaran untuk
menghafal; 5) penambahan waktu atau mengurangi jumlah soal
yang akurat dalam melakukan penilaian seperti dari waktu 1 jam
bisa digunakan untuk mengerjakan 10 soal kita kurangi menjadi
5 soal untuk anak ABK.

Pemaparan tersebut merupakan salah satu contoh program
pendidikan. Program ini memuat rancangan usaha-usaha yang
dijalankan seseorang, seperti: prosedur, jadwal, dan sederetan
kegiatan untuk meningkatkan sikap, dengan harapan usaha itu

mendatangkan hasil atau pengaruh.

Pendidikan itu sendiri dapat diartikan sebagai usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
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negara."”

Sehingga, dapat dipahami bahwa program pendidikan adalah
suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan
dengan menggunakan fasilitas yang tersedia baik personal, material,
maupun spiritual guna mencapai tujuan pendidikan secara efekeif

dan efisien.

Wajib belajar juga termasuk program pendidikan, yang
menyebutkan bahwa pendidikan minimal yang harus diikuti oleh
warga Indonesia adalah sembilan tahun. Program pendidikan dasar
merupakan jenjang pendidikan wajib yang melandasi jenjang
pendidikan menengah. Jenjang ini berbentuk sekolah dasar (SD)
dan madrasah ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat.
Serta, sekolah menengah pertama (SMP) atau madrasah tsanawiyah
(MTs), atau yang sederajat. Program pendidikan sekolah atau
madrasah di lembaga pendidikan meliputi:'s

a. Bidang kesiswaan.

1) Lembaga menyusun dan menetapkan petunjuk
pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan

calon peserta didik yang meliputi:

a) Kriteria calon peserta didik yang akan direkrut

secara detail.

b) Penerimaan peserta didik sekolah/madrasah
dilakukan secara obyektif, transparan, bertanggung
jawab, dan tanpa diskriminasi serta kreteria

tambahan lain sesuai kebutuhan, dan sesuai

15

16

Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003, Zentang Sistem Pendidikan
Nasional, hlm. 3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.47 tahun 2008, tentang Wajib Belajar,
hlm. 1
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dengan daya tampung sekolah/madrasah.

¢) Orientasi peserta didik baru yang bersifat
akademik dan pengalaman lingkungan tanpa

kekerasan dengan pengawasan guru.
2) Lembaga pendidikan
a) Memberikan layanan konseling kepada peserta
didik.
b) Melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler
untuk peserta didik.

¢) Melakukan pembinaan prestasi unggulan.
d) Melakukan pelacakan terhadap alumni.
b. Bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
Menyusun menetapkan kurikulum dengan:

1) Memperhatikan standar kompetensi lulusan, standar

isi, dan pengaturan pelaksanaanya.

2) Dikembangkan sesuai dengan kondisi lembaga/
sekolah/madrasah potensi atau karakteristik daerah,

sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.
c. Pendayagunaan sarana dan prasarana

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan
yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses
pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung,
ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran,
Adapun yan dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah
fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses
pendidikan atau pembelajaran, seperti halaman, kebun, taman
sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara
langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah

untuk pembelajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus
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lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana
pendidikan.”

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas
untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan
agar dapat memberikan konstribusi secara optimal dan berarti
pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini
meliputi: kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan,
penyimpanan inventarisasi dan penghapusan serta penataan.

B. Landasan dan Kebijakan Pelaksanaan Kurikulum di Indonesia
(2006-2013)

1. Landasan pelaksanaan kurikulum di indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demobkratis serta bertanggung-jawab.

Tercantum dalam UU SISDIKNAS bahwa kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu.'®

17 Mulyasa, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm,
87

18 Kadek Sandi Arsana, dkk, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada
Pembelajaran Akuntansi di SMK N 1 Singaraja Tahun Ajaran 2013/2014, Universitas
Pendidikan Ganesha, Singaraja, Vol: 4 No: 1 Tahun 2014.
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Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Pasal 36 menyebutkan bahwa “kurikulum
pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan
prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi

daerah, dan siswa”.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan. Pasal 17 ayat 1 dinyatakan bahwa “kurikulum
tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan
pendidikan, potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial
budaya masyarakat setempat dan siswa”. Selanjutnya pada ayat
2 ditegaskan bahwa “sekolah dan komite sekolah, atau madrasah
dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan
pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum
dan SKL, dibawa supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang
bertanggung jawab di bawah pendidikan SD, SMP, SMA, dan
SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintah di

bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK."”

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran
mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standarisasi. Standar Kompetensi Lulusan
Madrasah Aliyah dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.?
Implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah

diatur berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendis Kementerian
Agama Republik Indonesia No. SE/Dj.I/PP.00/50/2013 yang

19

20

18

Dinn Wahyudin, Manajemen Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.
20

Chafid Rosyidi, Manajemen Implementasi Kurikulum Kulliyyatul Muwallimin Al-Islamiyah
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Rosyid Bojonegoro, Jawa Timur, (Fakultas Pendidikan:
Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm. 10
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ditandatangani Dirjen Pendis pada tanggal 8 Juli 2013, yang
menetapkan bahwa pelaksanaannya dimulai pada tahun pelajaran
2014/2015. Tahun pelajaran tersebut, untuk jenjang Madrasah
Ibtidaiyah, implementasi kurikulum 2013 direncanakan akan
dilaksanakan hanya untuk kelas I dan IV. Sedangkan pada tahun
pelajaran 2013/2014, Kementerian Agama melakukan persiapan
implementasi kurikulum 2013 dalam bentuk pelatihan kepala
madrasah, pengawas madrasah, pendidik serta pengadaan bahan
ajar dan buku pedoman guru. Sebagai salah satu acuan dari SE

Dirjen Pendis tersebut yaitu Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.
Pasal 1 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa, “implementasi
kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI),
sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs),
sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan sekolah
menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK)
dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014”.

Sementara itu, Pasal 2 Permendikbud No. 81A Tahun 2013
mengatur bahwa implementasi kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA, dan SMK/MAK menggunakan pedoman implementasi
kurikulum yang mencakup: Pertama, pedoman penyusunan
dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kedua,
pedoman pengembangan muatan lokal. Ketiga, pedoman kegiatan
ekstrakurikuler. Keempat, pedoman umum pembelajaran. Kelima,
pedoman evaluasi kurikulum. Proses implementasi kurikulum 2013
di Madrasah Ibtidaiyah juga tidak begitu berbeda dengan proses
implementasi yang berlangsung di Sekolah Dasar, yakni merujuk

pedoman implementasi yang dikembangkan oleh Permendikbud
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tersebut, meskipun pada beberapa aspek dilakukan penyesuaian,
seperti di antaranya pada aspek standar isi mata pelajaran pendidikan
agama islam, mata pelajaran bahasa arab dan pengadaan buku ajar

serta buku pegangan bagi guru.”!

Sementara landasan yang berkaitan dengan pengembangan
kurikulum terdiri dari: 1) landasan filosofis; 2) landasan psikologis;
3) landasan sosiologis; dan 4) landasan teknologis. Sedangkan
Hamalik (2006: 30-32), menyebutkan tujuh landasan manajemen

kurikulum yaitu:*

a. Filsafat, melakukan kajian sampai ke akar-akarnya tentang
hakikat manusia yang mencakup pandangan hidup. Secara
filsafat ditentukan nilai-nilai luhur dan digambarkan

manusia yang ideal menurut pandangan masyarakat.

b. Dsikologi, berkenaan dengan studi tentang tingkah laku
manusia, psikologi mempelajari interaksi antara individu
dan lingkungannya. Psikologi memberikan sumbangan

penting terhadap ilmu manajemen.

c. Pendidikan, merupakan keseluruhan upaya yang
dilaksanakan dalam bentuk pengajaran, pelatihan,
bimbingan, untuk mencapai tujuan pendidikan (nasional,

institusional, kurikulum, instruksional)

d. Sosiologi, obyek studi sosiologi adalah masyarakat dan
gejala-gejala sosial serta sistem sosial secara keseluruhan.
Studi sosiologi mengembangkan berbagai teori, dan

masing-masing teori mengajukan konsep yang berbeda.

21
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Andi Prastowo, Paradigma Baru Madrasah dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013,
(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Islam, Volume

III1, Nomor 1, Juni 2014/1435), hlm. 95

Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2006), hlm. 30-32
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e. Ekonomi, Ilmu ekonomi sangat erat kaitannnya dengan
ilmu manajemen, bahkan ekonomi memberikan
sumbangan yang sangat berharga, bagi pengayaan teori-
teori dan konsep-konsep manajemen. Masalah seperti
perencanaan ketenagaan, kesempatan kerja, manajemen
industri, peningkatan produktivitas, cost benefits analysis
dan cost effectivences analysis, masalah pemasaran, dan
sebagainya.

f. Sosial budaya, merupakan lingkungan nonpersonal berupa
obyek dan nilai. Lingkungan kultural dapat mempengaruhi
tingkah laku manusia, baik secara individual maupun

kelompok.
g. Teknologi, teknologi bukan hanya sebagai penerapan

ilmu kealaman (science), tetapi juga merupakan proses dan
alat untuk melakukan perbaikan generasi, yakni proses

manajemen.
2. Kebijakan pelaksanaan kurikulum di indonesia
Kebijakan (policy) sering kali disamakan dengan istilah seperti

politik, program, keputusan, undang-undang, aturan ketentuan-

ketentuan, kesepakatan, konvensi dan rencana strategis.
a. Kebijakan negara

Kebijakan negara merupakan sebuah konsep yang berlaku
dalam sebuah negara (nation). Menurut W.I Jenkins (1978)
definisi pertama dari kebijakan negara yaitu seperangkat
keputusan-keputusan yang saling berhubungan antar
satu sama lainnya, dibuat oleh para pelaku politik atau
sekelompok politisi menyangkut pemilihan tujuan dan
orientasi pencapaian tujuan tersebut dalam situasi khusus
di mana keputusan itu berada, secara prinsipil berada

dalam kekuasaan para politis ini.
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Definisi kedua kebijakan negara adalah sebuah rangkaian
keputusan dalam hal pelaksanaan yang ditujukan untuk
sebagian masalah atau sekelompok masalah-masalah
(yang saling berkaitan) di mana seluruh masalah itu
mempengaruhi masyarakat banyak.

b. Kebijakan pendidikan

Kebijakan suatu penilaian terhadap sistem nilai dan
faktor-faktor kebutuhan situasioanal, yang diopesikan
dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum
untuk panduan dalam mengambil keputusan agar tujuan
pendidikan yang diinginkan bisa dicapai.

Hal menarik lainnya dapat disimak dalam sebuah konstitusi
Jepang, yakni undang-undang pendidikan yang ditetapkan pada
tahun 1947. Pokok-pokok undang-undang tersebut adalah: 1)
prinsip legalisme; 2) prnsip administrasi yang demokratis; 3)
prinsip netralitas; 4) prinsip penyesuaian dan penetapan kondisi

pendidikan; 5) prinsip desentralisasi.

Prinsip pertama menetapkan bahwa mekanisme pengelolaan
diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan.
Sebelum Perang Dunia II masalah pendidikan diputuskan oleh
peraturan kekaisaran dan pendapat perlemen dan warga negara
diabaikan. Namun setelah reformasi, pendidikan pasca perang
urusan pendidikan diatur oleh undang-undang dan peraturan
di parlemen. Prinsip kedua mengindikasikan bahwa sistem
administrasi pendidikan harus dibangun berdasarkan konsesus
nasional dan mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam
membuat formulasi kebijakan pendidikan dan prosesnya. Prinsip
ketiga menjamin bahwa kewenangan pendidikan harus independen

dan tidak dipengaruhi dan diintervensi oleh kekuatan politik.
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Prinsip keempat mengindikasikan bahwa pemegang kewenangan
pusat dan lokal mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan
kesempatan pendidikan yang sama bagi semua dengan menyediakan
fasilitas-fasilitas pendidikan yang cukup untuk mencapai tujuan
pendidikan. Prinsip kelima menyatakan bahwa pendidikan harus
dikelola berdasarkan otonomi pemerintah lokal karena pendidikan

merupakan fungsi dari pemerintah lokal.?®

Usaha yang dilakukan pemerintah adalah memperbaharui
kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Konsep baru yang
muncul dalam kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis
kompetensi. Oleh karenanya, kurikulum 2013 diarahkan pada
pencapaian kompetensi dan pelaksanaannya tetap berorientasi pada

8 standar nasional pendidikan.

Implementasi kurikulum merupakan tanggung jawab
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/
kota. Pembagian tugas dalam implementasi kurikulum 2013 adalah:**
1) pemerintah pusat bertanggung-jawab dalam mempersiapkan
guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum; 2)
pemerintah pusat bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan kurikulum secara nasional; 3) pemerintah propinsi
bertanggungjawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kurikulum di propinsi terkait; 4) pemerintah
kabupaten/kota bertanggung-jawab dalam memberikan bantuan
profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan

kurikulum di kabupaten/kota terkait.

23
24

Din Wahyuddin, Manajemen..., hlm, 37-39

Lambang Subagiyo, Safrudiannur, Jurnal Penelitian, Implementasi Kurikulum 2013 pada
Jjenjang SD, SME SMA dan SMK di Kalimantan Timur Tahun 2013/2014, (Pancaran, Vol.
3, No. 4, hal 131-144, Nopember 2014), hlm. 131-132
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Penyempurnaan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013
sebenarnya bukan suatu perubahan yang drastis. Implementasi
kurikulum 2013 juga hampir mirip dengan kurikulum KTSP, yaitu
menggunakan prinsip yang:*> 1) berpusat pada peserta didik; 2)
mengembangkan kreatifitas peserta didik; 3) menciptakan kondisi
menyenangkan dan menantang; 4) bermuatan nilai, etika, estetika,
logika, dan kinestetika; dan 5) menyediakan pengalaman belajar
yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode
pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien,

dan bermakna.

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua
jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah
(saintifik). Langkah-langkah pendekatan ilmiah (scientific appoach)
dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melaui
pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau
informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan
menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta.
Mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin
pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara
prosedural. Kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus
tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari

nilai-nilai atau sifat-sifat non-ilmiah.
3. Peranaan dan kedudukan kurikulum dalam pendidikan
Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa kurikulum

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman

25 Lambang Subagiyo, Safrudiannur, Jurnal Penelitian, Implementasi Kurikulum 2013 pada
Jjenjang SD, SMPB SMA dan SMK di Kalimantan Timur Tahun 2013/2014,(Pancaran, Vol.
3, No. 4, hal 131-144, Nopember 2014), hlm. 131-132
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penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu. Peran dan fungsi kurikulum terkait dengan
komponen-komponen yang mengarah pada tujuan pendidikan
sebagai salah satu komponen dalam pendidikan. Hamalik dalam
Sanjaya menjelaskan ada tiga peran kurikulum, yaitu:* peran

konservatif, peran kreatif, serta peran kritis dan evaluatif.

a. DPeran konservatif; menekankan bahwa kurikulum harus
mampu melestarikan nilai-nilai budaya masa lalu yang
dianggap masih relevan dengan masa kini dikaitkan
dengan era global sebagai akibat kemajuan IPTEK yang
memungkinkan mudahnya pengaruh budaya-budaya
asing menggrogoti budaya-budaya lokal. Melalui pesan
konservatif, kurikulum berperan menangkal berbagai
pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat
sehingga mampu mempengaruhi dan membina perilaku
peserta didik sesuai dengan nilia-nilai sosial yang ada di
lingkungannya.

b. Peran kreatif; menekankan bahwa kurikulum harus
mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan
perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat
pada saat ini dan masa yang akan datang agar pendidikan
tidak tertinggal. Maksudnya, apa yang diajarkan di
madrasah pada akhirnya akan bermakna dan relevan

dengan kebutuhan dan tuntunan sosial masyarakat.

c. Peran kritis dan evaluatif; adalah peran dimana kurikulum
tidak hanya mewariskan budaya-budaya masa lalu, namun
disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini secara

selektif. Kurikulum berperan untuk menilai dan memilih

26 Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 10
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nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan
serta aktif dalam kontrol dan filter sosial.

Sesuai dengan peran kurikulum yang “dimainkan” maka
kurikulum yang dikembangkan harus sejalan, seimbang dan
harmonis dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sejalan dengan
pemahaman yang telah diuraikan di awal, Nazhary mengatakan
bahwa:? 1) kurikulum berkedudukan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan pendidikan pada suatu tingkat dan lembaga
pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan; 2) kurikulum
berkedudukan sebagai bahan dari program pendidikan seperti
bahan pengajaran, yang dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu
seperti catur wulan, semester, kelas, maupun level atau tingkatan
tertentu; 3) kurikulum berfungsi sebagai pedoman guru dalam
melaksanakan kegiatan pembelajarannya dilaksanakan di ruang

kelas maupun di luar kelas.

Berbicara pendidikan sesungguhnya adalah sedang membahas
tentang masa depan. Sedangkan masa depan bangsa direncanakan
melalui kurikulum yang digunakan dalam pendidikan saat ini,
karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan dan
masa depan bangsa yang dilakukan melalui pendidikan. Sebagai
alat yang penting untuk mencapai tujuan, kurikulum harus adaptif
terhadap perubahan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, serta

canggihnya teknologi.”

Kurikulum memang memiliki posisi yang sangat strategis

khususnya pada lembaga pendidikan sekolah. Menurut Nana

27

28

26

Nazhary, Pengorganisasian Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, (Yogyakarta: Brita
Aksara, 1986), hIm. 30

Rahmat Raharjo, Pengembangan & Inovasi Kurikulum, (Yogyakarta: Baituna Publishing,
2012), hlm. 22-25
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Syaodih, kurikulum adalah syarat mutlak bagi pendidikan di
sekolah. Kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Tanpa kurikulum
yang jelas, pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah
akan kacau dan tanpa tujuan yang jelas. Kurikulum mempunyai
kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum
bertujuan sebagai arah pedoman, atau sebagai rambu-rambu dalam
pelaksanaan proses pembelajaran (belajar mengajar). Kurikulum
mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya
tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan suatu rencana
pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis,
lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Kurikulum
merupakan suatu bidang studi, yang dikenal oleh ahli atau spesialis
kurikulum, yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan
landasan-landasan teoretis bagi pengembangan kurikulum sebagai

institusi pendidikan.”

Kurikulum adalah syarat mutlak ada di sekolah. Bagaimana
seandainya jika disekolah tidak terdapat kurikulum? Kurikulum
mempunyai kedudukan sentral, sebagai pusat proses pendidikan
sehingga apabila tidak ada kurikulum, maka proses belajar mengajar
tidak akan tercapai tujuan dengan baik karena kurikulum berisi
rencana pendidikan sebagai pedoman dan juga sebagai bidang
studi yang menjadi sumber konsep dan landasan bagi institusi

pendidikan.
4. Anatomi kebijakan pendidikan di indonesia
Kebijakan pendidikan di Indonesia, dapat dilihat melalui

peraturan-peraturan berikut ini: Kebijakan Pemerintah Indonesia

29

Sukiman, Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2015), hlm. 8

Konsep dan Strategi Pengembangan |k




- Manajemen Kurikulum

28

tahun 2004 sampai dengan 2009 yang memiliki orientasi basis
ekonomi sesuai dengan rencana strategis pendidikan nasional 2005-
2009 mengacu pada amanat UUD 1945, amandemen ke-4 Pasal
31 tentang Pendidikan; Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001
tentang Visi Indonesia Masa Depan; Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah; UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
PP Nomor 20 Tentang 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
PP Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran
Kementrian/Lembaga, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan.

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan
berdampak pada pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan
dalam bidang pendidikan, baik di tingkat makro (nasional), tingkat

messo (daerah), maupun tingkat mikro (satuan pendidikan).

Keberadaan majelis permusyawaratan rakyat republik
indonesia (MPR RI) sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki
kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan paling tinggi di
Indonesia tentunya sangat mempengaruhi eksistensi dan proses
pendidikan yang diharapkan memiliki standar mutu yang layak di
dalam lingkungan masyarakat dalam dan luar negeri. Kemudian
keberadaan dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan
daerah (DPD), dan Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh presiden

sebagai eksekutif nomor satu yang dibantu oleh wakil presiden,
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jajaran kementrian, dan jajaran badan/lembaga kelengkapan
eksekutif negara adalah pera pembuat kebijakan yang bisa

mempengaruhi dunia pendidikan Indonesia.

Namun, khususnya pada tingkat makro, para pengambil
keputusan khusus masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah
komisi X DPR RI, Presiden RI, dan Menteri Pendidikan Nasional
RI (Pemimpin Departeman Pendidikan Nasional). Jadi, segala
bentuk kebijakan pendidikan nasional yang dihasilkan oleh ketiga
elemen ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan di seluruh

daerah dan seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Adapun peran pengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi
masalah pendidikan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah
daerah (Pemda).” Khusus dalam masalah pendidikan, posisi komisi
E di DPRD dan Dinas Pendidikan di Pemda sangatlah berperan
untuk memfasilitasi adanya pemberlakuan kebijakan pendidikan
di tingkat daerahnya masing-masing yang didasari oleh peraturan
perundang-undangan dari hasil permusyawaratan (policy maker)

tingkat nasional.

30 Dinn Wahyudin, Manajemen..., hlm. 41
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BAB II
PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum

Pembahasan konsep dasar pengembangan kurikulum ini, akan
dijelaskan terlebih dahulu tentang pengembangan kurikulum.
Pertama, curriculum development merupakan proses yang dimulai dari
kegiatan menyusun kurikulum, mengimplementasikan, mengevaluasi
dan memperbaiki sehingga diperoleh suatu bentuk kurikulum yang
dianggap ideal. Kedua, istilah pembinaan kurikulum mimiliki sinonim
dengan curriculum building, yang merupakan upaya atau kegiatan
mempertahankan dan menyempurnakan pelaksanaan kurikulum
yang telah ada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
kurikulum potensial (program kurikulum) dengan maksud memperoleh
hasil yang semakin baik.*’ Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto
mendefinisikan pengembangan merupakan kegiatan menghasilkan suatu
alat atau cara baru, dan selama kegiatan pengembangan, dilakukan
penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut. Setelah
dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan akhirnya alat atau cara
tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka

berakhirlah kegiatan pengembangan kurikulum sesuai dengan rancangan

31 Nana Sudjana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, hal. 9. Baca
juga: Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan
Kurikulum, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 43.
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yang telah dipilih, disusun ditentukan oleh satuan pendidikan dasar,

menengah dan atas.*

Menurut Winarno Surahmad, kegiatan pengembangan
adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan.”
Pengembangan kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu proses
kegiatan pengembangan kurikulum yang mencakup kegiatan
penyusunan untuk menghasilkan dokumen kurikulum, implementasi
atau pelaksanaan di madrasah/sekolah, penilaian pelaksanaan secara
intentensif melalui monitoring, dan komponen-komponen kurikulum.
Jika terjadi kekuranagan maka akan terjadi penyesuaian dan dilanjutkan
penyempurnaan meliputi tujuan, dan isi. Jika kurikulum tersebut
sudah dianggap cukup mantap, setelah mengalami penilaian dan
penyempurnaan, maka berakhirlah tugas pengembangan kurikulum
tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan tugas pembinaan secara
berkala dan berkelanjutan.* Menurut Burhan Nurgiantoro, kedua
istilah tersebut harus dibedakan karena keduanya menunjuk pada dua
kegiatan yang berbeda. Pengembangan kurikulum menunjuk pada
kegiatan menghasilkan kurikulum.” Sedang pembinaan melaksanakan
kurikulum itu sebaik-baiknya, melengkapi alat-alat yang ada dari segi
jumlah maupun mutunya, meningkatkan keterampilan guru dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dituntut oleh kurikulum yang
bersangkutan, memilih dan menggunakan metode secara tepat, dan
kegiatan-kegiatan lain yang sejenis, itu semua termasuk dalam usaha

pembinaan kurikulum.

Meskipun makna istilah pembinaan kurikulum dan pengembangan

32 Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Pembinaan..., hal. 45.

33 Winarno Surahmad, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: Proyek
Pengadaan Buku Sekolah Pendidikan Guru, 1977), hal. 15.

34 [bid.

35 Burhan Nurgiantoro, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah: Sebuah
Pengantar Teoretis dan Pelaksanaan, (Yogyakarta: BPFE, 1988), hal. 11.
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kurikulum itu berbeda, namun keduanya mempunyai keterkaitan
yang erat. Hasil dari kegiatan pembinaan kurikulum merupakan dasar
untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum, dan hasil dari
kegiatan pengembangan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan

harus didukung dengan kegiatan pembinaan.

Adapun pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia telah
diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional BAB X Pasal 36, 37, dan 38, secara rinci dapat dijelaskan
sebagai berikut:

1. Pasal 36 memuat:

1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu
pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan

tujuan pendidikan nasional

2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan

satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik

3) kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan

dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan:

a) Peningktan iman dan taqwa

b) Peningkatan akhlak mulia

c) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta
didik

d) Keragaman potensi daerah dan lingkungan

e) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional

f) Tuntutan dunia kerja

g) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

h) Agama

i) Dinamika perkembangan global
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j)  Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

21) Ketentuan pengembangan kurikulum diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 37 memuat:

1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
a) Pendidikan agama
b) Pendidikan kewarganegaraan
c¢) Bahasa
d) Matematika
e) Ilmu pengetahuan alam
f) Ilmu pengetahuan sosial
g) Seni dan budaya
h) Pendidikan jasmani dan olahraga
i) Ketrampilan/kejuruan dan
j)  Muatan lokal

2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
a) Pendidikan agama
b) Pendidikan kewarganegaraan; dan
c¢) Bahasa

3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah

3. DPasal 38

1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar

dan menengah ditetapkan oleh pemerintah.

2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan

sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau
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5.

satuan pendidikan.

3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada

standar nasional pendidikan untuk setiap progrm studi.

4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi
dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk

setiap program studi.*®

Tingkat pengembangan kurikulum (pengembangan kurikulum

tingkat nasional)

Pengembangan kurikulum tingkat nasional dibahas dalam
lingkup nasional, baik meliputi jalur pendidikan sekolah dan
luar sekolah baik secara vertikal maupun horizontal dalam

rangka merealisasikan tujuan pendidikan nasional.

Secara vertikal berkaitan dengan kontinuitas pengembangan
kurikulum antara berbagai jenjang pendidikan (pendidikan
dasar, menengah dan pendidikan tinggi) sedangkan secara
horizontal berkaitan dengan keselarasan antar berbagai jenis
pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri
atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan
luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan,

pendidikan akademik dan pendidikan profesinal.

B. Asas-Asas Pengembangan Kurikulum

Secara bahasa kata Asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

diartikan landasan. Adapun landasan dalam pengembangan kurikulum

sebagaimana dikemukakan Nana Syaodih Sukmadinata mengatakan

bahwa landasan adalah bidang-bidang yang dapat dijadikan dasar

pokok keputusan tentang kurikulum. Berdasarkan landasan-landasan

36 Baca UU No. 20 tahun 2003, tentang Sitem pendidikan Nasional, Bab X Pasal
36,37 dan 38

36
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tersebut, dapat dijawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti: 1)
bagaimanakah tujuan hidup manusia, 2) hal-hal apakah yang harus
diajarkan kepada generasi muda agar dapat membimbing mereka ke
kehidupan yang baik, 3) seberapa jauh peranan dan tanggung jawab
sekolah dalam hal ini, 4) relevansi pendidikan terhadap kebutuhan
dan struktur masyarakat, 5) peranan teknologi dan struktur keluarga
terhadap praktek kependidikan di sekolah, 6) pemenuhan kebutuhan
dasar manusia lewat jalur pendidikan, 7) relevenasi struktur kurikulum
dengan tahap-tahap perkembangan kedewasaan anak didik, dan masih
banyak lagi pertanyaan yang relevan, 8) peranan teknologi dan strukeur
keluarga terhadap praktek kependidikan di sekolah, 9) pemenuhan
kebutuhan dasar manusia lewat jalur pendidikan, 10) relevenasi struktur
kurikulum dengan tahap-tahap perkembangan kedewasaan anak didik,

dan masih banyak lagi pertanyaan yang relevan.

Beberapa Asas/landasan yang harus diperhatikan dalam
pengembangan kurikulum, beragam pendapat ahli tentang asas-asas
pengembangan kurikulum, menurut Omar Mohammad Al-Toumy
Al-Syaibany menyebutkan empat dasar umum yang menjadi landasan

kurikulum pendidikan meliputi dasar agama, falsafah, sosial.””

Menurut James A. Beane, et al. menyebutkan adanya tiga fondasi
atau landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filsafat,
sosiologi, dan psikologi.*® Senada dengan ini, Nana Sudjana menyebutkan
ada tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosial budaya dan
landasan psikologis*”. Nana Syaodih Sukmadinata menyebutkan ada

empat landasan, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosial budaya dan

37  Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, Terjemab:
Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 523.

38 James A. Beane, et al., Curriculum Planning and Development, (New York:
Macmillan Company, 1944), hal. 73.

39  Ibid.
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perkembangan ilmu dan teknologi.®* S. Nasution menyebutkan ada
empat asas kurikulum yaitu asas filosofis, psikologis, sosiologis dan asa

organisatoris.*!

Beberapa pendapat ahli di atas, terlihat saling melengkapi, bahwa
asas atau landasan dalam pengembangan kurikulum mencakup enam
landasan, yaitu: landasan agama, landasan filosofis, landasan psikologis,
landasan sosial budaya, landasan perkembangan ilmu dan teknologi serta

landasan organisatoris. Berikut diuraikan masing-masing asas/landasan:
1. Landasan Agama

Landasan agama ini muncul terutama dari pemikir pendidikan
Islam, yang umumnya mempunyai pendirian bahwa segala sistem
yang ada dalam masyarakat, termasuk sistem pendidikan harus
meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran
agama (baca Islam). Islam, sumber ajaran agama yang pokok
adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan sumber lainnya adalah
ijtihad. Berdasar sumber-sumber inilah apsek/unsur pendidikan
dikembangkan, seperti perumusan tujuan pendidikan, materi, dan

strategi pelaksanaannya.*

Dasar berpikir bagi landasan agama ini adalah seperti dalam
landasan filsafat, bahwa dalam kegiatan pendidikan akan muncul
persoalan-persoalan yang sangat mendasar seperti ke arah mana
pendidikan harus diarahkan, siapakah peserta didik itu, apa yang
harus diajarkan ke peserta didik, dan sebagainya, yang semua ini
memerlukan jawaban-jawaban mendasar. Agama dan filsafat akan

saling melengkapi dalam memberikan jawaban-jawaban tersebut.

40 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 58.

41  S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum, Edisi Kedua, Cet. Kelima, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2003), hal. 14.

42 Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, hal. 524.
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Agama yang bersumber pada wahyu yang sifat kebenarannya mutlak
akan mampu memberikan jawaban dan arahan yang tidak bisa
diberikan oleh filsafat. Sementara filsafat yang sumber utamanya
adalah hasil perenungan pemikiran manusia akan memberikan
perincian lebih lanjut atas jawaban yang diberikan agama yang

mungkin masih bersifat global.®®
2. Landasan Filosofis

Landasan filosofis mengkaji tentang urgensi atau pentingnya
filsafat dalam mengembangkan kurikulum di lembaga pendidikan.*
Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara
pendidik dan peseta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.
Interaksi tersebut banyak persoalan-persoalan yang bersifat mendasar,
seperti apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik dan
peseta didik, apa isi pendidikan, dan bagaimana proses interaksi
pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan

jawaban mendasar, esensial merupakan jawaban-jawaban filosofis.

Filsafat berasal dari kata-kata philein yang berarti cinta atau suka
sekali akan sesuatu. Kata shopia berarti kebajikan atau kebijaksanaan.
Orang yang mempelajari filsafat akan menjadi orang bijaksana
dalam tingkah laku dan perbuatannya.® Orang belajar berfilsafat
agar ia menjadi orang yang mengerti dan berbuat secara bijak. Agar
manusia dapat mengerti kebijakan dan berbuat secara bijak, ia harus
tahu atau berpeng